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ABSTRAK

Lia Lestari/222015013/2019/Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di
Provinsi Sumatera Selatan/Akuntansi Sektor Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik
pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan. Karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari :
kemakmuran, tingkat ketergantungan pada pusat, status daerah, dan belanja
modal. Sampel dari penelitian ini adalah 56 pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode purposive sampling.
Data di kumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa secara bersama kemakmuran, tingkat ketergantungan
pada pusat, status daerah dan belanja modal berpengaruh sigifikan terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di  Provinsi Sumatera
Selatan, sedangkan secara persial, kemakmuran berpengaruh signifikan terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi sumatera
selatan, tingkat ketergantungan pada pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Selatan, status daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dan belanja
modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumtera Selatan.

Kata Kunci : kemakmuran, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Status Daerah,

Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.



Abstract

Lia Lestari/222015013/2019/The Influence of the characteristics of the local Government's
response toward the financial performance of local government district/city in South Sumatra
Province /Public Sector Accounting/

This research was aimed at determining the influence of the characteristics of the local
Government's response toward the financial performance of local government district/city in South
Sumatra Province. Characteristics of local government consisting of: prosperity, the level of
dependence on the Centre, the status of the region, and capital expenditures. The sample of this
research was 56 County Governments/city in South Sumatra Province by using purposive
sampling method. The data collected through the methods of documentation. The results of this
research showed that the simultaneous prosperity, the level of dependence on Central, regional
and capital expenditure status influence toward the financial performance of local government
district/city in South Sumatra Province, while in persial, prosperity did not have an influence
toward the financial performance of local government district/city in South Sumatra Province, the
level of dependence on the center of the influence toward the financial performance of local
government district/town in Sumatera Selatan.

Keywords: wealth, the level of dependence on the Centre, the Status of the region, capital
expenditures,  financial performance of local government.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi pada awal 1996 dan puncaknya
padatahun 1997. Penyelenggaraan keuangan daerah dapat mendorong
pendelegasian sebagai wewenang pemerintah pusat dalam pelayaan atas
dasar keuangan daerah sendiri dan membiayai pembangunan. Pada tahun
1998 terjadi reformasi birokrasi di indonesia yang telah membawa
perubahan bagi politik dan sistem pemerintahan maupun administrasi
keuangan negara yang diawali dengan perubahan sistem organisasi.
Perubahan organisasi teknik prosedur pemerintah mengalinkan dari
sentralistik ke desentralistik. Tujuan desentralisasi di indonesia adalah
untuk mempromosikan penyampaian informasi yang lebih baik dari
layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.
Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kewenanangan untuk
mengelola keuangan daerah masing-masing. Pengelolaan desentralisasi
fiskal, pemerintah daerah dapat menyiapkan fasilitas bantuan publik yang
lebih baik. menyiapkan infrastruktur merupakan kunci akan pertumbuhan
ekonomi.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik



Indonesia. Otonomi daerah diberlakukan dengan diterbitkannya UU No.
22 dan 25 tahun 1999 kemudian direvisi melalui UU No. 32 tahun 2004
tentang pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah
diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan
melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik sehingga akan berdampak
pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

UU No. 32 Tahun 2014 menerangkan bahwa pemerintah daerah
adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asa otonomi dan bertugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945).

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Penyelenggaraan
pemerintan  daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,
dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan, dan kekhasan
suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan
dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubngan antara pemerintah

pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah,



serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintah daerah.

Otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud
otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi tersebut
bersifat luas karena kewenangan berada pada daerah (seperti pada negara
federal). Otonomi bersifat nyata karena memerlukan kewenangan untuk
menyelenggarakan, tumbuhan, hidup berkembang di daerah. Sedangkan
disebut otonomi bersifat tanggungjawab karena pemerintah pusat telah
menyerahkan kewenangan kepada daerah demi pencapaian tujuan otonomi
daerah. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat
agar semakin baik, kehidupan yang demokratis, adil, rata, dan hubungan
yang serasi dalam Republik Indonesia.

Kebijakan Pemerintah yang tertuang UU No. 9 Tahun 2015
Tentang Pemerintah Daerah, dengan kesinambungan kepemimpinan di
provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan
daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan dan
wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu
dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan
gubenur, bupati dan wali kota. Dengan adanya Otonomi Darah dan
Desentralisasi setiap masyarakat mampu melihat karakteristik dan potensi

yang ada di daerah tersebut. Dalam hal ini segi karakteristik dapat dilihat



melalui: kemakmuran pemerintah daerah, status daerah, tingkat
ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal daerah.

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga
dengan sebutan Bumi Sriwijaya. Pada abad ke-7 hingga abad ke-12
Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga
terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung
dan pengaruhnya bahkan sampai ke madagaskar di Benua Afrika. Sejak
abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada di bawah kekuasaan
Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan
bersarangannya bajak laut dari mancanegara terutama dari negeri cina
pada awal abad ke-15 berdirilah kesultanan Palembang yang berkuasa
sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Ketika
masih berjaya, Kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai
kota kerajaan.

Menurut Ni Made (2016) Karakteristik pemerintah daerah ialah
identitas yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah yang dapat
membedakannya dengan daerah lain. Suhadjanto dan Yulianingtyas (2010)
karakteristik pemerintah daerah yaitu ciri khusus pada pemerintah daerah
yang dapat membedakannya dengan daerah lain.

Kemakmuran (wealth)adalah kemampuan untuk mencukupi
kebutuhan. kemakmuran daerah (wealth) dari pemerintah daerah dapat
dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah

(PAD) merupakan kekayaan riil dari masing-masing daerah. Pendapatan



Asli Daerah (PAD) sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Ni Made (2016) Status daerah merupakan sebuah pengakuan
nasional atas suatu daerah sebagai kabupaten atau kota. pemerintah kota
dengan sumber dana yang lebih baik akan mempunyai kemungkinan yang
lebih baik pula dalam pelaksanaan pemerintah daerah karena dukungan
sumber daya tersebut untuk mencapai sasaran pemerintah daerah, sehingga
mampu menciptakan kinerja yang lebih baik.

Widya (2012) tingkat ketergantungan dengan pusat dinyatakan
dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut UU Republik
Indonesia No. 33 Tahun 2004 menerangkan bahwa Dana Alokasi Umum
(DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-
Daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah
pusat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pengelolaan
pemerintah yang dikarenakan belum mempunyai pemerintah daerah untuk
membiayai belanja aparaturnya sendiri. Kualitas pelayanan publik yang
menggambarkan Kkinerja pemerintah daerah diharapkan akan meningkat
jika adanya peningkatan insfratruktur daerah.

Menurut Halim (2014 : 107) belanja modal merupakan

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang



memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. belanja modal umunya
dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai
sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan
diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai
kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui
terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa
dijadikan sebagai tolak ukurnya karena PAD sendiri merupakan komponen
yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat
mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan murni yang
dihasilkan melalui daerah tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009: 121) pengukuran Kkinerja sangat
penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam
menghasilakan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan
sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan,
akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut
telah dibelanjakan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Sistem
pengukuran Kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer
publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan
non finansial.

Menurut Sudaryo (2017 : 8-10) Kinerja merupakan pencapaian atas
apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila
pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang

dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa



yang direncanakan dapat dikatakan Kkinerjanya sangat bagus. Apabila
pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari
apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek.

Menurut Yoyo (2017 : 9) Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran
kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan
pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan
melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang
mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.
Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah
adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang
ditetapkan dan dilaksanakannya.

Penyelenggaran pemerintah daerah dalam mengelola rumah
tangganya kita harus melihat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah itu
sendiri, seperti yang dicantumkan dalam PP No. 6 tahun 2008 kinerja
penyelenggaran pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan
urusan Pemerintah Daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran,
hasil, manfaat, dan/atau dampak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rafrini (2016) menyatakan bahwa
wealth memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah
daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Renas (2014) menyatakan bahwa
status daerah berpengaruh terhadap signifikan terhadap pemerintah kinerja
daerah. Penelitian Rafrini (2016) menyatakan bahwa tingkat

ketergantungan pada pusat memiliki pengaruh signifikan positif terhadap



kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Mulia
(2016) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu (2016) menyatakan bahwa
kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
Penelitian yang dilakukan oleh Armaja (2015) menyatakan bahwan tingkat
ketergantungan pada pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Dul (2014) yang
menyatakan bahwa status daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2017)
menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah.

Berikut ini Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran I) dapat
dilihat pada tabel I.I. Berdasarkan tabel I.I laporan realisasi anggaran
pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan tahun 2013-2016. Kinerja keuangan daerah Provinsi
Sumatera Selatan belum cukup baik. Hal ini dilihat dari rasio PAD, tingkat
ketergantungan pada pusat dan belanja modal yang masih terjadi naik
turun disetiap Kabupaten/Kota. Rasio realisasi PAD tahun 2013-2016 di
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dan
penurunan. Pada tahun 2016 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

mengalami penurunan, terkecuali Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota



Lubuk Linggau, dan Kota Prabumulih pada tahun 2016 mengalami
kenaikan. Tingkat ketergantungan pada pusat pada tahun 2013-2016 di
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami kenaikan
dan penurunan, terkecuali Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Pagar Alam mengalami
kenaikan.

Rasio realisasi belanja modal pada tahun 2013-2016 mengalami
kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 Kabupaten/Kota di Sumatera
Selatan mengalami penurunan, terkecuali Kabupaten Muara Enim,
Kabupaten Musi Bayuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Musi Rawas Utara. PAD bantuan
pemerintah pusat provinsi pada tahun 2013-2016 mengalami kenaikan
daan penurunan. Pada tahun Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
mengalami penurunan, terkecuali Kabupaten Lahat, Kabupaten Bayuasin,
Kabuapten Ogan Ilir, dan Kota Lubuk Linggau.Di Provinsi Sumatera
Selatan pada tahun 2013 dan 2015 dapat dilihat dari rasio realisasi PAD,
tingkat ketergantungan pada pusat, rasio belanja modal dan PAD bantuan
pemerintah  di semua Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dapat
dikatakan meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Karakteristik
Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan
yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini seberapa besarkah pengaruh
kemakmuran (wealth), tingkat ketergantungan pada pusat, status daerah,
dan belanja modal terhadap Kkinerja keuangan pemerintah daerah

Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan?

C. Tujuan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemakmuran (wealth),
tingkat ketergantungan pada pusat, status daerah, dan belanja modal
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera

Selatan.

D. Manfaat Penelitian
Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-
pihak sebagai berikut:
1. Peneliti ini diharapkan menambah wawasan, ilmu pengetahuan,
pengalaman serta pemahaman yang lebih baik terutama mengenai
karakteristik pemerintah daerah.

2. Bagi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan



Hasil penelitian ini diharapkan dapat  menjadi masukan dan
pertimbangan mengenai karakteristik pemerintah daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan srta
dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan yang menjadi acuan atau

kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.
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